GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH AT AS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa dalam penerimaan peserta didik baru harus memenuhi
asas keadilan karena setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan yang bermutu dan tanpa diskriminatif;

bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak
masyarakat untuk mendapatkan layanan Pendidikan,
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan
menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan secara obyektif,
akuntabel dan transparan;

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 44 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu
menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta
didik baru oleh Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Penerimaan Peserta
Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah
Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; -

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 4301); -
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864};

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &0 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157},

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN

PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR
BIASA.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

NO oW

10.

11.

12,

13.

Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi
kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Barat.

Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan
jenis Pendidikan tertentu.

Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah
penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap
jenjang dan jenis Pendidikan.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjuinya disingkat SMP adalah salah
satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyvelenggarakan Pendidikan
umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yvang sederajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/atau setara SD/MI.

Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk
satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah
Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.

Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentulk
satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan Kejuruan pada
jenjang pendidikan menengah sebagal lanjutan dari Sekolah Menengah
Pertama {(SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
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14.  Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan
Pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan Pendidikan bagi peserta
didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti
proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau
sosial pada jenjang Pendidikan menengah yang bersifat segregatif.

15. Daya tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung
peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.

16.  Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif
pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak
terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dati
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas
Sekolah (MKPS).

17. Afirmasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru yang
memberikan penegasan dan penguatan untuk memberikan layanan akses
Pendidikan kepada kelompok peserta didik yang berasal dari keluarga
ekonomi tidak mampu.

18. Rombongan Belajar adalah satuan kelompok peserta didik vang terdaftar
pada satuan kelas dalam satu sekolah.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara
pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam
pelaksanaan PPDB di Daerah.

{2) Peraturan Gubernur ini disusun bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi
warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan yang
berkualitas serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB I
Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru

Bagian Kesatu
Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 3

(1) PPDB dilaksanakan secara:

a. objektif, yaitu penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun
pindahan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,
ketentuan umum dan petunjuk teknis;

b. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka
dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk
menghindarkan penyimpangan-penyimpangan vang mungkin terjadi; dan
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c. akuntabel, yaitu penerimaan peserta didik dapat dzper‘i:aﬁggung}awabkan
kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan i.anpa dlS}f;rzmmasr
kecuali bagi sekolah yang secara khusus dlrancancf untuk melayani Peserta
Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 4

Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada SMA, SMK dan SLB yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

" Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

(1) Persyaratan Calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuiuh) SMA dan- SMK RINE S
terdiri atas: Lo
a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juh talmn' o
berjalan; dan - Ut 2
b.  memiliki jjazah SMP/sederajat atau. dokumen lain yang memelaskam C
telah menyelesaikan kelas 9 (Sembilan) SMP/ Sederagat L
{2) Persyaratan usia sebagaimana. dnnaksud pada ayat (1) dlkecuahkan untuk- B
sekolah dengan kriteria: S R AL :
a. menyelenggarakan Pendidikan khusus _ . ST e
b. menyelenggarakan Pendidikan layanan khusus; dan’ LT
¢.  berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. e iRt
(3) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau Ie:ompetensz kea.hhan o
tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan l{husus dalain'{_"_
penerimaan peserta didik baru keias 10 {sepuluh).- S

- Pasal6 =

Pemenuhan persyaratan kepemilikan 13azah SMP/ sederajat atau dokumen lam;_f': ehes
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1) huruf b, bagi Calon Peser ta Dldlkf : SEe
vang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem
Pendidikan luar negeri, dilaksanakan sesuai dengan ke”te:ntuaﬂ pe&raturan" L
perundang-undangan. '
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(2) Domisili Calon Peserta Didik dibuktiken berdasarkan kesesuaian alamat di
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK} orang tua/ wali calon
Peserta Didik. SR

(3) Surat keterangan domisili sebagaimana pada ayat (2}, diterbitkari'paling kumng o
1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB. e R B

(4} Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan olel -

calon Peserta Didik yang tidak memiliki Kartu Keluarga karena keadaan tertentu. .

(9} Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi
a. bencana alam; dan/atau
b. bencana Sosial

Pasal 11

Ketentuan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) faruf a
ditetapkan oleh Kepala Dinas. PR

Pasal 12

(1) Calon Peserta Didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) Jaiur pendaftaran PPDB. '_

dalam 1 {satu) wilayah zonasi.

(2} Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam Wﬂayah zonas1 : 2
yang telah ditetapkan, calon peserta didik baru dapat melakukan: pendaftaran N

PPDB melalui:
a. jalur afirmasi; atau

b. jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta dldﬂ{ sepanjangg':" b

mementuihi persyaratan.

Pasal 13

(1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan prinsip mendekaﬂ{an d()mlSlll Caion -';'j it

Peserta Didik baru dengan sekolah. [N
(2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat M .-_;hai*iué_
memperhatikan: - PAEREAE Srae B

a. sebaran sekolah;
b. data sebaran domisili calon Peserta Didik baru; dan

c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan - deng&m k@tersedlaan S

jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut

(3) Dinas memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan Wﬂa*yah_? g

zonasi sesuai dengan jenjang Pendidikan.

{4} Dinas memastikan semua satuan Pendidikan telah menerimg’ Pesert& D1c111{-_-'.'_:':.'5":":

dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. R - - L
(5) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dlumumkaﬂ' o

paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran" I_ S |

PPDB.
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(6} Dalam menetapkan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
melibatkan musyawarah atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah.

(7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota,
penetapan wilayah zonasi dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan
kerjasama antar Pemerintah Daerah.

(8) Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis
Kementerian yang membidangi penjaminan mutu Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah paling lama 1 (satu} bulan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 14

(1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2 ) huruf '
b diperuntukan bagi Calon Peserta Didik Baru:
a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
b. penyandang disabilitas.

(2) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi- tidak. :mampu B

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengaﬂ kepemﬂlkan -
Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

(3) Calon Peserta Didik Baru yang masuk melalui jalur afirmasi sebagaima:né:_ B

dimaksud pada ayat (1) merupakan Calon Peserta Didik Baru vang berdomisﬂr |
di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan L

(4) Dalam hal Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melalui jalur aﬁlmagz IR

melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang dzte’sapkan ‘maka penentuan_'f

peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak temp&t tmggal Calon”ﬁ.:. =

Peserta Didik Baru yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 15

(1) PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagmmana ciima}«::sud ot
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf ¢ diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Bam yancs s
mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali. SRS Ee

(2) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru melalui jalur per}:nndahan tugas orang' S
tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tugas

perpindahan orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau pelusahaan '
vang mempekerjakan.

{3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wall maka
sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik anak Uuru pada Sekoiah o

tempat orang tua/wali mengajar.

KARD PERANGEAT DABRAW | oo b pmr 0
8 LT PEMEABARSA | SR
8 - - N ’

.

[T7 1T/ .7)

7




{4) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali
diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat
dengan sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 16

(1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
d ditentukan berdasarkan:

a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta
didik dari sekolah asal; dan/atau
b. prestasi di bidang akademik maupun non akademik.

(2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a menggunakan nilai rapor
pada 5 {lima) semester terakhir.

(3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b diterbitkan
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal
pendaftaran PPDB.

{4) Jalur prestasi berbasis non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
huruf b, berdasarkan komponen prestasi non-akademik di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, olahraga, keagamaan, karya tulis, dan
bidang lainnya yang diikuti calon Peserta Didik dalam kejuaraan atau
perlombaan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 17

{1) PPDB pada SMA, SMK, dan SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan.

(2] Tahapan pelaksanaan PPDBE meliputi:
a. pengumuman pendafiaran;

pendaftaran;

seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;

pengumuman penetapan peserta didik bary; dan

daftar ulang

° o0 o

Pasal 18

(1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2), Satuan Pendidikan dilarang:
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a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan
PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan :
b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang
dikaitkan dengan PPDB.
(2) Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, SLB yang dibiayai dari dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dilarang memungut biaya.
(3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Pasal 19
Dalam penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17:
a. Gubernur membentuk panitia penyelenggara PPDB; dan 8
b. Kepala Satuan Pendidikan membentuk panitia penye}engg&ra PPDB pada'_

tingkat Satuan Pendidikan dan melaporkan secara tertulis kepada Dinas.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 20

(1) Kepala Dinas melalui kepala Satuan Pendidikan menyampaikan pengumuman -

pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a. penerzma&n';' B

calon Peserta Didik baru kepada masyarakat

(2] Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didl}m 'baru sebagalmama"fﬁﬂ |
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei. -

(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik: baz:u paimg sedﬂﬂti-‘_f'f -
memuat informasi sebagai berikut: . s
a. persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan j Jengangnya,
b. tanggal pendaftaran;

c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zona‘s1 jalur aﬁrrnam, jaiur’:_'

perpindahan tugas orang tua Jwali, dan atau Jaiur prestasi;

d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 (sepuluh) SMA a‘tau SMK 4

sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodzk c‘ia:n - =
e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PFDB

(4} Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Pesérta Didik baru sebaga:lmana'_'
dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun'{ i =k

media lainnya.

Pasal 21

(1) Setiap satuan Pendidikan menyampaikan data rencana daya tampung peserta'_ S

didik baru kepada Dinas.

(2) Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam 1 {satu) rombongan belajar pada

SMA, SMK, dan SLB ditetapkan oleh Kepala Dinas.
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(3) Jumlah rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada aYa‘t (1) yaﬂg c:htemma '
pada 1 (satu) sekolah disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 22

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 aya‘c 12) 'hu'm.f b

dilaksanakan oleh calon Peserta Didik secara daring.

(2) Dalam hal pendaftaran secara daring tidak dapat dilaksanakan 1{a.rena keadaan_f' E
tertentu, maka pelaksanaan pendaftaran dapat dﬁaksanakaﬂ secara 3u1 ing
dengan menggunakan format yang telah disediakan dan- dﬂampzrl persyaratan IR

yang telah ditetapkan.

(3) Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayai: (1 ) dllaks::makan : L
dengan menggunakan aplikasi khusus dalam menge}oia data dan 1r1formas1 yai’}.g_ S

dapat diakses melalui internet.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoor{:iina'sik_ari - '.
oleh Dinas.

(5) Format PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat {2} tercantum dalam L*lmpzf'an-ff”
I, Lampiran II, dan Lampiran 11l yang merupakan bagian tldak ierp1sahkan da:m' S

FPeraturan Gubernur ini.

Paragraf 4 S
Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran =~ =

Pasal 23

(1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru- kelas 10 (sepuluh) SMA{”_'_ |
dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tmggal terdekat ke sekolah'?-_._ S

dalam wilayah zonasi yang ditetapkan sebagaimana dnnaksud dalam Pasai 12,

(2) Jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlhm;mg. :
berdasarkan jarak dari domisili calon Peserta Didik menuju ke sekolah denganﬁ e

menggunakan sistem teknologi informasi.

(3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik derlgan sekoiah sebagalmana_i_:_f_
dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan Ruota/ daya_- )

tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang. 1eb1h tua.

{4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) dabuktﬂ{an berdasarkan surat_f -: _
keterangan lahir atau akta kelahiran yang dzkeluarkan oleh pﬂqak yang]_;_-_f__f_:_
berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pegabat setempat Iam e

yang berwenang sesuai dengan dornisili calon peseérta didik. "

HARG PERANGEAT DARRAE | © TR o ,: :
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Pagal 24

Dalam hal seleksi jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali telah

melebihi kuota, maka seleksi diprioritaskan bagi:

a. calon Peserta Didik yang jarak domisili lebih dekat dengan sekolaly; dan

b. calon Peserta Didik yang berusia lebih tua, apabila jarak domisili sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sama.

Pasal 25
(1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon pesﬁez"i:ai :

didik yang melebihi daya tampung, maka satuan Pendidikan wajib melapﬂrkan
kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.

(2} Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan e::alon peserta dldﬂ{. L

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan Pendidikan lain dalain Wﬂayah '
zonasi yang sama. - :

(3) Dalam hal daya tampung satuan Pendidikan lain dalam mlayah zonam yang
sama  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik
disalurkan ke satuan Pendidikan di luar wilayah zonasi atau dl Wziayah _
Pemerintah Daerah lain yang terdekat. e DI :

(4) Penyaluran peserta didik ke satuan Pendidikan di wilayah' Pemermtah Daerah

lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalul kerja- o

sama antar Pemerintah Daerah.

(5) Penyaluran peserta didik ke satuan Pendidikan di luar miayah zonasz atau di
wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dmtzaksud pada ayat- ; S
(3) dapat melibatkan satuan Pendidikan yang d1selenggaral<:an Gleh masvai*akat?_ .

sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat '(2')"samp3;i 'de'rigaﬁ - 5

ayat (9] dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleks; PPDB '

{7} Dalam pelaksanaan PPDB, satuan Pendidikan yang dxselenggarakan oleh"‘.’

Pemerintah Daerah tidak boleh:

a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan be}a_]ar yang ada telah SR
memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar . dalaim - standar'- B

nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan / atau R
b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 26

(1) Dalam hal proses seleksi PPDB telah selesai dilaksanalkar . dan daya tampung i_': :
pada Satuan Pendidikan belum terpenuhi, Kepala Satuan Pend1d1kan dapat -
mengajulkan permohonan untuk memenuhi daya tampung kepada Kepaia Dmas g :

(2) Penerimaan calon Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang belum terpenuhz'-_' i
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon peserta didik yang . oy
terdaftar sebagai cadangan pada Satuan Pendidikan yang dlbukukan dengan‘ e -
kartu tanda pendaftaran sesuai dengan ketentuan pemtulan perundang— B

undangan.

HARD FERARGIAT BARRAN
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_ Paragraf 5 _
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru -

Pasal 27

(1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana ._dimgkm_‘g{i' dalgm _
Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur _peiidaftara.n .:-ciazm- e

PPDB.

{2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan ‘hasil 1apat dewgm guru_é -- _:':
yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan me}alm kepumssam Kepalaf_ o

Sekolah.

(3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum deﬁmt&f o |

maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh’ pegabat yang. berwenang

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d1koardmas1kan kepada Dmas :
(5) Khusus untuk SMK, dalam tahapan pelaksanaan PPDB dapat melakukem-_: .
proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penet&p&mif._ SRy

peserta didik baru.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 28

(1) Daftar ulang sebagaimana dimakud dalam Pasal 17 ayat (2 ) huruf e dﬂakukan'; i

oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah:

(2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) L‘mtuk memasukmmf .
statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan deﬁgani_f;””"

menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengem pez syal atan

BAB IIT . e
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasa}_ 29

(1) Satuan Pendidikan melakukan penciataan u}ang umuk memasuhan sta‘i:us_f."_%_'; ;

peserta didik lama pada Satuan Pendidikan yang. bersemgkutan

(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memt_mgut;f_ =

biaya.

Pasal 30 -

Satuan Pendidikan melakukan pengisian dan pemuktahzran data peserta d1d1k e

dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berka}a pahng sed1k1t 1 (sa‘m) kah_ég_..
dalam 1 (satu) semester. _ : : 3




~ BABV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 34

{1) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB padaf

SMA, SMK dan SLB.

(2) Pemantauan PPDB pada SMA, SMK dan SLB sebagmmana dlmaksud pada aya‘t o

(1) dilakukan saat pelaksanaan PPDB sedang berlangsung.

(3) Evaluasi PPDB pada SMA, SMK dan SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1): i

dilakukan setelah pelaksanaan PPDB terselenggara.

Pasal 35

(1) Kepala Dinas dapat membentuk tim pemantauan dan’ evaluam peitaksanaanf
PPDB pada SMA, SMK, dan SLB yang ditetapkan dengan’ keputusan I{epa}ai“ Sy

Dinas.

(2) Tim Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat’ (1) m@nyu&uzi o o

dan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB yang terdiri‘atas:’

a. laporan hasil data instrumen hasil pemantauan dan evalua51 pelaksanaaﬁ o

PPDB; dan
b. laporan pelaksanaan PPDB dari Satuan Pendidikan.

(3) Tim Pemantauan dan evaluasi m@nyampaikan 1aporan sebagmmana dlmaksud__ :

pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari termtung sejak
a. pemantauan dan evaluasi selesai dilaksanakan: dan =
b. laporan pelaksanaan PPDB dari Satuan Pendidikan dlterxma

(4) Laporan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat ( } f:’l1;%ainj;:>zzn1<:af:1i B

oleh tim pemantauan dan evalua51 kepada Kepala Dinas,
BAB VI
PELAPORAN
Pasal 36

(1) Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB
kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelaporan pelaksanaan PPDB sebagalmana d1maksud pada ayat (1.)': :
disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari: 1{61‘_}& Setelah berakhimya?

pelaksanaan PPDB,

BARO ?mmm? DARRAN
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Pasal 37

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimalksud dalam Pasal
36 ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PPDR
kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
teknis dilakukan oleh Dinas. |

BAB VIl
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan penyelenggaraan PPDB bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan

b. sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ke’z&n‘ﬁuan _
peraturan perundang-undangan

PERANGEAT DABRAR .
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal % April

/ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 4

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal “ Apctl Joy

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 702! NOMOR €4

i
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LAMPIRAN 1

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH

MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR
BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMULIR PENDAFTARAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Formulir Untuk Calon Peserta Didik Baru

DATA PENDAFTAR (Diisi dengan huruf Kapital)

Nomor Peserta Ujian

Nama Lengkap

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin
Alamat Rumah/Jalan

RT/RW

Kecamatan
Kabh/Kota

Provinsi

No. HP Orang Tua/Wali
Sekolal Asal/Tahun Lulus

NILAI

Jumlah Raport 5 Semester

terakhir

a. Semester 1

b. Semester 2

c. Semester 3

d. Semester 4

e. 3emester 5
SEKOLAH PILIHAN

No Nama Sekolah Kompetensi Keahlian

KARG PERANUBAT BAERAH
15 HURUM . PEMRAKARSA
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Demikian data saya isi dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan, jika data yang
saya isi ternyata tidak benar maka saya siap menerima sanksi sesuai aturan yvang berlaku.

Pontianak, .....cocevviivnenns 2021
Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru
(e, ) PSR TUOUTOT )
Panitia PPDB
(e )
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LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH  LUAR
BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT '

FORMULIR PENDAFTARAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Formulir Untuk Calon Peserta Didilt Baru

DATA PENDAFTAR (Diisi denga huruf Kapital)

Nomor Peserta Ujian

Nama Lengkap

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin
Alamat Rumah /Jalan

RT/RW
Kecamatan
Kab/Kota

Provinsi

No. HP Orang Tua/Wali
Sekolah Asal/Tahun Lulus

NILAI
Jumlah Nilai Rapor 5

Semester ierakhir

a. Semester 1

&

Semester 2

¢. Semester 3

d. Semester 4

e. Semester 5
SEKOLAH PILIHAN

No Nama Sekolah Kompetensi :Keéhiiién

HARD PERANGHAT DABRAH S R
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LAMPIRAN 111

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR
BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE
Wilayah Prov Kalimantan Barat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Barat

TANDA BUKTI PENDAFTARAN Lembar
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 1daril
Tahun Pelajaran 2020/2021

| Info Pendaftaran

Nomor Pendaftaran Nomeor Formulir | Lokasi Pendaftaran Jalur Waktu
| Biodata Siswa | Data Nilai Siswa

Nomor Peserta Data Nilai Siswa

Nama Lengkap Keluarga Anak
Tidak Disabilitas
Mampu _p

Kelamin Tidak Tidak

Tempat/Tgl Lahir Keterangan:

Alamat Silahkan Cek kembali isian data nilai anda di

Sekolah Asal atas. Pastikan nilai yang tértera pada cetak

Jenis Lulisan suraf sudah sesual dengan sertzﬁlmt mial
vang didapat dari sekolah -

Tahun Lulus

Data Tambahan : SRR SRR, IO
Status Domisili Nomor Kartu Keluarea Tanggal Kartu Keluarga = 1

Daftar Pilihan Sekolah

1 2

3

** harap tulis Prov, Kalimantan Barat, .

nama terang Al Menyetujuidata di | ......... 2021

di bawah | Menyetujui data di atas atas _ o Lo

tanda tangan {Ortu/Wali Siswa Siswa terdaftar Operator PPDB - -
terdaftar :

/GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, &

SUTARMIDJT
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